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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kondisi masyarakat Pohuwato pada umumnya memiliki SDM yang masih 

rendah.Jenjang pendidikan yang dilalui hanya sampai SD malahan ada yang tidak 

pernah duduk dibangku SD, ada juga yang putus sekolah akibatbiaya.Wilayah kerja 

masyarakat juga hanya pada pertambangan, pertanian, nelayandan lain-lain.Sehingga 

tidak heran masyarakat mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan guna 

memenuhi kebutuhan keluarga.Dikaitkan dengan keadaan sekarang semua harga 

bahan pokok naik, kebutuhan anak untuk sekolah, kesemuanya mempengaruhi masya 

rakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan atau perundang-

undangan. 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang  sudah diuraikan maka penulis dapat 

menguraikan kesimpulannya sebagai berikut : 

1. Kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor 

yang rumit dan saling terkait erat satu dengan yang lainnya.Kondisi tersebut 

sering dikatakan sebagai suatu pola ”lingkaran setan” yang sangat sulituntuk 

dipecahkan. Pola tersebut berlangsungsecara terus menerus dan bahkan 

cenderungmenimbulkan dampak yang semakin buruk.Rendahnya tingkat kualitas 

hidup akibat minimnya fasilitas dasar, buruknya mutu sumberdaya manusia, etos 

kerja yang lemah dan sulit berkembang, terbatasnya kemampuan mencari 

pekerjaan yang layak, rendahnya kemampuanmenabung, sulitnya mengakses 
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sumber-sumber permodalan, adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh 

kelompok masyarakat miskin. 

2. Faktor eksternal inilah yang memegang peran penting dan strategis dalam 

melakukan pemberdayaan(empowering) untuk meningkatkan kemampuan 

kelompok masyarakat miskin dan tertinggal dalam mengorganisir diri agar 

secaramandiri mampumelaksanakan program peningkatan ekonomi dan tingkat 

kesejahteraanhidup. Pola pemberdayaan masyarakat yang terkonsep, sistematis, 

terukur dan tepat sasaran merupakan upaya yang tepat dan efektifmendorong 

kemandirian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya. 

3. ProgramPenanggulangan Kemiskinan merupakan program pemerintahyang 

secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep 

memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunanlokal lainnya, termasuk 

Pemerintah Daerah dalam hal bupati dan dinas-dinas yang terkait, sehingga dapat 

terbangun“gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip 

universal. 

4. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam 

penanggulangan kemiskinan belum dapat dilaksanakan secara intensif terutama 

dalam kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. 

5. program penanggulangan kemiskinan dikabupaten pohuwatobelum dapat 

berjalan secara simultan,artinya antara satu instansi dengan instansi lainnya yang 

terkait dengan program penanggulangankemiskinan belum dapat 
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terkoordinasidengan baik. Buktinya dalam kriteria penilaian kemiskinan pada 

masyarakat tiap instansimemiliki indikator yang berbeda. 

B. Saran 

1. Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan nampaknya antara 

satu instansi dengan instansi lainnya belum dapat terkoordinasidengan baik 

melalui kesempatan ini disarankanhendaknya program kebijakan pemerintah 

dalam mengurangi angka kemiskinan perlu dilakukan dengan melakukan 

koordinasi secara baik antara satu instansi dengan instansi lainnya agar tidak 

tumpang tindih. 

2. kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah  dalam program 

pengurangan angkakemiskinan dianggap penting dan strategis.Melalui tulisan 

ini disarankan hendaknya dalam proses pemilihan bantuan yag di berikan 

kepada masyarakat seharunya di kawal oleh dinas-dinas yang berkaitan 

dengan bantuan tersebut dan harus dipercayakan kepada masyarakat untuk 

memilihnya tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah dalam hal ini 

bupati pohuwato. Karena dengan adanya kemauan masyarakat dalam 

menentukanmasa depan mereka maka akan dapat menunjang program di 

kabupaten pohuwato serta masyarakatakan memiliki rasa tanggungjawab yang 

sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan, 

3. Program pengusulan proyek-proyek pembangunanmelalui dinas yang terkait 

hendaknya dapat melibatkan masyarakat agar supaya proyek yang 

dilaksanakan di Kelurahan atau di kecamatan akan mengenaisasaran. 
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